WALIKOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menimbang

.oa.

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka
Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2017-2022 perlu diubah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan
Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ditetapkan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



10.

11.

12,

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera



13.

14.

15.

Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor
126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 —
2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN
2017-2022.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32
Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 32)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;
Pasal 4
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
harus memuat evaluasi capaian kinerja Tahun
sebelumnya, perubahan terhadap tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Perubahan RPJMD Tahun 2017-
2022 dan bersifat indikatif.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;
Pasal 6
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani
dan mengacu pada :
a. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-
2022;
b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi;
c. RTRW Kota Payakumbuh;
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
f. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2017-2019.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Jowiat2021
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Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal @3 denwoe<i 2021
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